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ABSTRAK

NUR AINI, NIM: 2011019, Efektivitas Mediasi Dalam
Penyelesaian Perkara Syigaq Di Pengadilan Agama Tangerang, Program
Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam, ix+100 halaman,

Perkara Syiqaq merupakan puncak dari konflik dalam perkawinan
sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang buruk
jika perkawinan tetap dilanjutkan. Tingginya angka perceraian yang
diakibatkan oleh alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
(syigag) di Pengadilan Agama Tangerang menjadi sorotan masyarakat.
Data perceraian 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa 70% kasus perceraian
yang diajukan di Pengadilan Agama Tangerang disebabkan oleh keributan
dan perdebatan secara terus menerus. Hal ini menunjukkan masih banyak
keluarga yang belum mampu menyelesaikan permasalahan perkawinan
dalam lingkup keluarga. Maka perlu ditinjau kembali apakah mediasi dapat
membantu menyelesaikan perkara syigaq yang marak dialami pasangan di
Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
Narasumber pada penelitian ini merupakan Hakim Mediator Pengadilan
Agama Tangerang. Kemudian didukung dengan sumber data primer dan
sekunder serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan
pengolahan dokumen. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 1) Faktor
penyebab perceraian alasan syigaq di Pengadilan Agama Tangerang
didominasi oleh egoisme, intoleransi dan tidak ada itikad baik dalam diri
pasangan untuk melanggengkan hubungan. 2) Proses Mediasi dalam
penyelesaian pekara syigaq tidak hanya diproses dalam pengadilan, tetapi
juga melibatkan hakam dari keluarga atau kerabat pihak yang berperkara.
Kemudian, presentase keberhasilan mediasi sangat rendah dan berbeda jauh
dengan jumlah data perceraian yang tercatat dikarenakan banyak pasangan
yang tidak memenuhi kewajiban menghadiri mediasi, sehingga
penyelesaian perkara syigag melalui mediasi di Pengadilan Agama
Tangerang masih kurang efektif.

Kata Kunci: Syigaq, Mediasi, Efektivitas
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah implementasi dari fitrah manusia. Perkawinan
juga bentuk kasih sayang dari Allah untuk manusia agar manusia tidak
hidup sendiri dan berpasangan.® Dalam perjalanannya, pernikahan tidak
selalu berjalan sesuai rencana, banyak pasangan yang mengakhiri hubungan
pernikahannya dengan perceraian. Padahal, kesalahpahaman yang muncul
di antara pasangan adalah hal yang lumrah, karena pernikahan merupakan
ikatan antara dua insan yang berbeda jalan hidup. Dalam kehidupan
berumah tangga kita tidak mungkin luput dari permasalahan dan konflik
karena kita hidup bersama manusia yang tentu saja memiliki banyak
perbedaan satu dengan yang lain.?

Hubungan dalam sebuah perkawinan antara seorang suami dengan
istri bukan sekedar hubungan antara dua orang saja, tetapi juga hubungan
antara keluarga besar kedua pihak yang mempunyai perbedaan latar
belakang budaya, politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya. Dan
perbedaan ini memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Pertengkaran
sering kali berakhir dengan perceraian sebagai upaya terakhir, karena
keresahan pada tingkat tertentu terjadi dalam keluarga. Putusnya
perkawinan antara seorang suami dan istrinya dapat terjadi tidak hanya

dikarenakan perceraian atau kematian. Dalam Pasal 115 KHI dinyatakan

! Baharudin Ahmad, “Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis
Metodologis”, Jakarta: Gaung Persada Press, Tahun 2008, him. 4

2 Dini Ramdania, “Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam”,
Wacana Paramarta: Jurnal lImu Hukum, Volume 19 No. 1 Tahun 2020, him. 18
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bahwa perceraian hanya akan dikabulkan dalam sidang di pengadilan
agama jika upaya perdamaian pasangan tersebut gagal.’

Bermacam faktor yang menjadi sebab timbulnya perkara perceraian,
ditinjau dari data yang sudah diolah Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama di tahun 2017 diketahui ada 13 hal yang dijadikan alasan mendasar
dari kasus perceraian di Indonesia, mayoritas 4 alasan perceraian yang
paling sering yakni pertama percekcokan disertai pertengkaran yang terjadi
berlarut-larut dalam hubungan suami istri tersebut, kedua yaitu masalah
finansial yang dialami sebuah keluarga, ketiga satu diantara pasangan wafat

pada sebuah perkawinan, serta keempat terjadinya KDRT.*

Dalam ringkasan laporan statistik yang ada di Indonesia, banyaknya
angka perceraian berada di negara Indonesia pada 2022 tembus 516.334
kasus. Jumlah tersebut meningkat 15,31% daripada sebelumnya yang
berjumlah 447.743 kasus. Faktor alasan perceraian terbanyak yang terjadi
tahun 2022 adalah perdebatan serta pertengkaran. Jumlah kasusnya
sejumlah 284.169 mencakup 63,41% dari keseluruhan akibat dari kasus
khusunya perceraian di Indonesia. Perkara perceraian yang lain disebabkan
faktor keuangan, satu diantaranya telah pergi, KDRT, serta adapun karena

poligami.®

3 Teresa, dkk, “Perceraian Sebagai Upaya Emergency Exit Dalam Tinjauan Sadd
Al-Dzariah”, Adhki: Journal Of Islamic Family Law, Volume 4, Nomor 1, Juni 2022, hlm.
50

4 1bid, him. 48
% Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022,
Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir”,

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-
melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir, Dilihat pada 27 Desember
2023, Pukul 20:24


https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir

Menurut Laporan dari data Statistik Indonesia 2023, jumlah kasus
terjadinya perceraian tahun 2022 mencapai 516.334. Jumlah tersebut
mengalami peningkatan sebesar 15% daripada dengan tahun sebelumnya,
mencatatkan 447.743. Angka perceraian yang tinggi ini merupakan yang
tertinggi di Indonesia sejak 6 tahun terakhir. Mayoritas kasus perceraian
2022 yakni cerai gugat, di mana istrilah yang mengajukan perceraian
dengan jumlah mencapai 338.358 kasus atau mean 75,21% dari keseluruhan
kasus perceraian. Sementara itu, cerai talak di mana dari suami yang
melakukan pengajuan, mencapai 127.986 atau mean 24,79% dari total kasus
perceraian. Sehubungan dengan hal tersebut, gugatan cerai diajukan suami,
kemudian pengadilan akan memutuskan. Jika dibandingkan, >50% kasus
perceraian yang dilaporkan diajukan istri. Perceraian 2022, penyebab utama
yang paling banyak dilaporkan adalah percekcokan serta pertengkaran
dengan jumlah kasus 284.169 atau mean 63,41% dari keseluruhan sebab
terjadinya perceraian yang kian terus meningkat di Indonesia. Alasan
perceraian lainnya termasuk masalah finansial, satu diantara pihak telah
meninggalkan, adanya poligami, serta KDRT.®

Kemudian yang dimaksud perkara syigaqadalah puncak
pertengkaran antara istri dengan suami yang menjadikan khawatir dan bisa
menciptakan bahaya baru jika pernikahan mereka dilanjutkan. Sementara
itu, Pasal 76 ayat 1 UU. No. 7/1989 yang membahas mengenai Peradilan
Agama, Vaitu syigagq dimaknai dengan pertengkaran yang sengit dan
berlarut-larut antara pihak suami dan pihak istri. Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 (yang telah mengalami perubahan dengan UU No. 3 Tahun
2006) tentang Peradilan Agama mengkategorikan syigaq sebagai perkara

® Fitri Nur Hidayah, “5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia”,
https://data.goodstats.id/statistic/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-
HLBgQ, Diakses pada tanggal 21 Mei 2024, Pukul 19:59


https://data.goodstats.id/statistic/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ
https://data.goodstats.id/statistic/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ

yang dapat diajukan ke pengadilan agama sebagai perkara tersendiri.
Konsekuensi, sejak pendaftaran di pengadilan, hal tersebut merupakan
perkara syigaq.’

Apabila pada gugatan perceraian didasarkan pada alasan
perselisihan yang berkepanjangan (syigaq), maka penetapan putusan
perceraian perlu dilakukan, sebagaimana Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jo.
UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, pada persidangan perlu
dihadirkan saksi dari keluarga ataupun kerabat terdekat dari pasangan yang
sedang bersengketa dan didengar kesaksiannya. Kemudian, setelah Majlis
Hakim Pengadilan Agama mendengar informasi berupa keterangan dari
saksi mengenai perselisihan antara pasangan suami dengan istri bisa
menunjuk individu ataupun lebih dari individu dalam keluarga setiap pihak
kerabat dekat maupun orang lain agar dijadikan Hakam.®

Terdapat banyak perkara syigaq yang terjadi di Indonesia, beberapa
di antaranya ialah Putusan No.7/Pdt.G/2019/MS.Bir. Pada putusan a quo
tertera perceraian syigaq Yyang disebabkan oleh percekcokan dan
perselisihan terus menerus. Perkara a quo juga diakui oleh tergugat dan
dipastikan dengan keterangan saksi.’

Kemudian Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.Dpk. Pada putusan a quo
hakim memutuskan bahwa hubungan suami dengan istri antara seorang
penggugat ataupun tergugat tidak lagi bisa dipertahankan karena

percekcokan yang berlarut-larut dan sulit didamaikan di rumah. Dengan

" Eka Susylawati, “Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di
Pengadilan Agama”, Jurnal Al-Hakam, Vol. 3 Nomor 1, Tahun 2008, him. 89
8 Muhammad Syifauddin, dkk, “Hukum Perceraian”, Sinar Grafika (Jakarta

Timur), Tahun 2019, him. 256

® Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2019/MS.Bir, Direktori Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, Dilihat pada 27 Desember 2023,
Pukul 21:12 WIB.



banyak bukti dan keterangan saksi yang mendukung, maka perceraian a quo

dinyatakan sebagai perceraian syigag.

Dan selanjutnya, Putusan No. 280/Pdt.G/2022/PA.Cbn. Pada kaus a
quo, seorang hakim yang telah mengabulkan gugatan dari Penggugat
melalui putusan verstek dan menetapkan talak satu ba’in sughra dari
Tergugat kepada Penggugat. Tentu saja setelah melalui banyak
pertimbangan. Perkara syigaq tersebut telah berhasil dibuktikan dengan
dalil/dasar gugatan utama, sehingga bisa diambil simpulan bahwasannya
hubungan para pihak tidak lagi mempunyai harapan untuk diperbaiki.
Selain itu, melihat kembali keadaan pernikahan antara penggugat dan
tergugat, jika dilanjutkan akan memunculkan rasa sakit lahir dan batin yang
berkepanjangan dan bahaya yang lebih besar.!* Maka dalam itu, selaras
dengan dalil kaidah figih yang mempunyai makna “menolak kemudharatan

harus didahulukan dari menarik kemanfaatan”.12

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mukhamad Sukur dan
Nurush Shobahah dengan judul “Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di
Pengadilan Agama Tulungagung Putusan Pengadilan Agama Tulungagung
(Nomor Putusan: 2155/Pdt.G/2017/PA.TA)”. Pada penelitian tersebut,
beliau menemukan faktor-faktor penyebab utama syigaq dalam rumah
tangga yang terlapor di Pengadilan Agama Tulungagung. Beberapa di

antaranya ialah finansial/ekonomi, meninggalkan salah satu pihak,

10 pyutusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Dpk, Direktori Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, Dilihat pada 27 Desember 2023,
Pukul 21:31 WIB.

11 putusan Nomor: 280/Pdt.G/2022/PA.Cbn, Direktori Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, Dilihat pada 27 Desember
2023, Pukul 21:51 WIB.

2 Syaikh Dr. Abdussalam bin Salim As-Suhaimi, “Jadilah Salafi Sejati
(terjemahan dari kitab Kun Salafiyyan ‘alal Jaddah)”, Jakarta: Pustaka At-Tazkia, Tahun
2007, him.



perselisihan secara terus menerus, zina, kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT), mabuk-mabukan dan judi. Pertimbangan hukum hakim saat
memutus perkara perceraian dengan alasan syigag di Pengadilan Agama
Tulungagung dapat dipetakan sebagai berikut: Pertama, alasan/dalil yang
dapat dibuktikan menjadi fakta hukum. Kedua, dasar hukum berupa
penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang sudah terbukti. Ketiga, dasar
sumber hukum tidak tertulis seperti pertimbangan sosiologis, pertimbangan

moral dan pertimbangan keadilan.™

Adapun penyebab perkara syigaq yaitu perbedaan madzhab yang
diyakini setiap pihak sebagaimana yang diteliti oleh Muhammad Fahruddin
dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam skripsinya yang
berjudul penelitian “Syiqaq Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan
Perceraian Dalam Putusan Verstek (Studi Analisis Putusan Pengadilan
Agama Salatiga No. 0295/PDT.G/2015/PA.SAL).” Dimana penggugat
berpaham sunni sedangkan tergugat berpaham syiah, sehingga sering terjadi

perselisihan di antara mereka.*

Proses penyelesaian masalah serta percekcokan terus menerus yang
menimpa sebuah rumah tangga, butuh kematangan berpikir serta kekuatan
mental sehingga setiap pihak bisa mengambil kesimpulan secara objektif.
Akan tetapi realita kehidupan tidak sesimpel itu, mayoritas pasangan yang
telah  mengalami  kasus syigag secara langsung melaporkan
problematikanya ke ranah hukum. Dalam bidang peradilan, proses mediasi

adalah syarat penting bagi seorang hakim untuk mengadili suatu gugatan.

13 Muhammad Sukur dan Nurush Shobahah, “Syigaq Sebagai Alasan Perceraian
di Pengadilan Agama Tulungagung”, Ahkam: Volume 9, Nomor 1, Juli 2021

14 Muhammad Fahruddin, Syigaq Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan
Perceraian Dalam Putusan Verstek (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga
Nomor 0295/PDT.G/2015/PA.SAL), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,
Tahun 2016



Sebelum suatu perkara dapat diproses ke pengadilan untuk sidang, perkara
tersebut harus melalui proses mediasi terlebih dahulu. Jika suatu sengketa
hukum diselidiki atau diputus oleh hakim sebelum dilakukan proses
mediasi, maka perkara itu dikatakan tidaklah ada. Mediasi pada umumnya
dilakukan berdasarkan UU Republik Indonesia No. 1/1999. Hal ini diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 30 /1999 yang membahas
mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan terus tunduk
pada perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2008, kini diperbarui
menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016.%

Menurut Hukum Positif, seorang suami yang melakukan talak tidak
di dalam Pengadilan Agama dinyatakan tidak sah. Pada Pasal 39 ayat 1 UUP
menjelaskan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan”. Ayat 2: Untuk mengambil keputusan bercerai
wajib memiliki pertimbangan dan alasan yang masuk akal, bahwa pasangan
suami istri tersebut tidak akan bisa melanjutkan ikatan pernikahan dengan
rukun. Sebagaimana yang disampaikan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum
Islam, bahwa putusnya ikatan pernikahan karena perceraian dapat
disebabkan oleh jatuhnya thalak dari pihak suami atau adanya gugatan dari
pihak istri. Kemudian Pasal 114 KHI memperjelas: “Putusnya perkawinan
yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau
berdasarkan gugatan perceraian”. Jadi, perceraian baik yang disebabkan
oleh talak ataupun gugatan, hanya dapat dilaksanakan dan diakui secara
hukum jika melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang berada di
wilayah domisili istri. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia

15 Pagar, dkk, “Hakam dan Mediasi Dalam Perkara Syiqaq di Mahkamah
Syariyah Bireuen Propinsi Aceh”, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
Islam, Volume 10 Nomor 01, April 2022, him. 337



mengenai pernikahan dan perceraian, talak di luar pengadilan atau di bawah
tangan tidak diakui secara sah. Status perceraian tidak memiliki kekuatan
hukum akibat dari pada perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut
tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang
tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya, bahwa
perceraian tersebut tidak sah, berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum

Islam.t6

Dalam PERMA Republik Indonesia No. 1/2016 yang membahas
mengenai Prosedur Mediasi pada Pengadilan, isi Pasal 4 Tentang Jenis
Perkara yang wajib melalui proses Mediasi. Tercantum bahwasannya
seluruh sengketa dalam ranah perdata yang telah diajukan ke Pengadilan
juga termasuk mengenai perkara perlawanan (verzet) melalui putusan
verstek serta perlawanan pihak berperkara (partij verzet) ataupun dari pihak
ketiga (derden verzet) kepada pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan
hukum secara tetap, harus diusahakan damai dengan cara mediasi terlebih
dahulu, terkecuali jika ditentukan dengan cara lain sebagaimana dalam
PERMA.Y

Angka perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Tangerang
relatif tinggi. Ini menandakan bahwa masih banyak keluarga yang belum
menemukan solusi ketika menghadapi masalah dalam kehidupan
pernikahan. Melihat tingginya angka perceraian di Indonesia terutama yang
terlapor di Kota Tangerang, menjadi sebuah tanda bahwa mediasi masih
sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus-kasus perceraian serta upaya
dalam melakukan penekanan angka perceraian. Dalam Pengadilan Agama

Tangerang, angka keberhasilan mediasi juga sangat minim. Dari data yang

16 Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di
Kota Langsa)”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 Nomor 2, him. 224
17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4 No. 1 Tahun 2016
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peneliti peroleh dari proses observasi dan wawancara di Pengadilan Agama,
penyebab perceraian terbanyak adalah pertengkaran beserta perselisihan

secara berulang-ulang ataupun syigag.

Berangkat dari pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk
membahas dan melakukan penelitian terkait Implementasi Mediasi dalam
penyelesaian perkara syigaq di Pengadilan Agama Tangerang. Penyusun
membuatnya berupa skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS MEDIASI
DALAM PENYELESAIAN PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN
AGAMA TANGERANG”. Dalam penelitian ini, penulis akan mencari atau
mengkaji mengenai perkara syiqaq beserta faktor-faktornya dan efektivitas

proses mediasi di Pengadilan Agama Tangerang.

. Fokus Penelitian
Fokus kajian penelitian yakni Efektivitas Proses Mediasi dalam
Penyelesaian Perkara Syigaq di Pengadilan Agama Tangerang, dengan sub

fokusnya sebagai berikut:

1. Faktor penyebab adanya syigaq di antara pihak yang berperkara selama
3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Tangerang
2. Efektivitas Proses Mediasi dalam Penyelesaian perkara syigaq di

Pengadilan Agama Tangerang.

. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah penelitian yang dilaksanakan penulis

diantarnya:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya syiqaq di antara para
pihak yang berperkara selama 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama

Tangerang?



2. Bagaimana Penyelesaian perkara syigagq melalui mediasi di Pengadilan
Agama Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dalam penelitian yang dilaksanakan penulis:

1. Mengetahui dan mengkaji tentang Perkara Syigag.

2. Mengetahui dan mengkaji tentang Mediasi.

3. Mengetahui dan mengkaji Proses Penyelesaian Perkara Syigaq Melalui
Mediasi Di Pengadilan Agama Tangerang

4. Mengetahui dan meneliti keefektifan proses mediasi di Pengadilan

Agama Tangerang

E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang

dilaksanakan penulis diantaranya:

1. Penelitian bisa dijadikan pengetahuan dan pembelajaran bagi hidup
Kita semua.

2. Dapat memberikan informasi hukum tentang syiqaq

3. Menjelaskan definisi dan fungsi dari mediasi.

4. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai

perkara syigaq serta proses mediasi.

F. Sistematika Penulisan
Guna memberikan kemudahan dalam penyusunan isi skripsi dalam
penelitian yang dilaksanakan, penulis memberikan gambaran perincian dari

beberapa bab. Adapun uraian secara rinci diantaranya:

BAB | : Menguraikan secara umum tentang latar belakang masalah, fokus

penelitian, kemudian perrumusan masalah, tujuan dan manfaat
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dilaksanakan penelitian, serta sistematika ataupun struktur

penulisan.

BAB Il : Bab ke-2 menjelaskan tinjauan mengenai perkara syigqaq dan
mediasi.

BAB Il : Bab ke-3 akan memaparkan metode penelitian yang dipakai

penulis dalam menyelesaikan penelitian.
BAB IV : Bab ke-4 memberikan uraian mengenai deskripsi umum

BAB V : Bab ke-5 termuat simpulan dari masalah yang diuraikan serta
berbagai saran yang bersangkutan dalam tema yang dibahas dalan
penelitian yang dilaksanakan penulis dalam memperbaiki dan

masih berhubungan dengan penelitian di masa mendatang.



BAB |1
KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata bahasa ingris yakni “efective” artinya
berhasil dengan baik. Efekivitas menurut Sarwoto ialah berhasil guna
yakni pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai
kebutuhan dalam pencapaian tujuan dan organisasi, bisa dimaksudkan
yaitu suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kinerja yang telah
ditetapkan.® Terdapat 3 fokus kajian dalam teori efektivitas hukum
yang dikemukakan oleh Soerjono Soeknato, M Friedman, Lowrane,
Brownislawsky, Sajipto Rahardjo, da Tan Kamelo, diantaranya:?

a) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
b) Kegagalan dalam pelaksanaan hukum.
c) Faktor yang mempengaruhi.

Pengertian Efektif menurut Soerjono Soekanto adalah taraf sejauh
mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum
dapat disebut efektif ketika terdapat dampak yang positif, pada saat itu
hukum mencapai tujuannya dalam membimbing ataupun merubah
perilaku individu sehingga menjadi perilaku hukum. Teori efektivitas
hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya
suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor:*

! Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Manegement, (Jakarta: Ghala Indonesia,
1990), him. 126

2 Dahlan, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah
Gunaan Narkotika, (Yogyakarta: Deepuslish, 2017), him. 185.

3 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, him. 8
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a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum.

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan
hukum.

d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan.

e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan
hidup. Semua faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya,
oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga

merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas suatu hukum, maka
pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati
oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan
mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.
Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif,
tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat
efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum

tergantung pada kepentingannya.*

B. Tinjauan Umum Tentang Perkara Syigaq
Syigag mengandung arti pertengkaran, syiqaq artinya konflik.
Istilah ini umumnya diasosiasikan dengan sepasang suami-istri,
sehingga merujuk pada masalah antara pasangan suami dengan istri

yang tak dapat diselesaikan hanya oleh satu diantara dari mereka.

4 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta,
Penerbit Kencana, 2009), him. 376



Syigag muncul ketika suami atau istri, atau keduanya, gagal memenuhi
kewajibannya. Syiqaq adalah perselisihan, percekcokan atau
pertengkaran antara laki-laki dan perempuan. Percekcokan ini bisa
disebabkan karena istri yang nusyuz, namun bisa juga diakibatkan oleh
suami yang kejam dan kasar terhadap istrinya. Di pandangan
Syafi’iyah, al-syigaq adalah konflik perkawinan yang sangat intens,
dan dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian jika perkawinan tetap

dilanjutkan.®

Syigag merupakan puncak pertengkaran antar suami dengan istri
yang menjadikan khawatir karena dapat membahayakan dan
menimbulkan ancaman jika perkawinanya dilanjutkan. Sementara itu
penjelasana yang tertera dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang
N0.7/1989 yang membahas mengenai Peradilan Agama, syigaq
dimaknai sebagai perselisihan yang tajam serta berulang-ulang antara
suami dengan istri. ® Proses menyelesaikan perkara mengenai
perceraian dengan sebab syigaq sesuai Pasal 76 Undang-Undang No.
7/1989 yang membahas mengenai Peradilan Agama sebagaimana telah
perubahan UU No. 3/2006 serta perubahan atas UU No. 50/ 2009, sejak
pertama mengajukan gugatan haruslah berlandasakan pada alasan
syigag. Maka dari itu, pada perkara ini keluarga diwajibkan menjadi
saksi dengan sumpah.’

Dalam kasus perceraian, terdapat aturan khusus yang mengatur

peran saksi dari keluarga, selaras dengan Pasal 76 ayat (1) UU No.

> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana,
2009, him. 194

¢ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Pasal 76 ayat 1

" Rumusan Kamar Agama, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia,,https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/detail/11e9c006665c3
adchc85313631353333.html, SEMA Nomor 3 Tahun 2015
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7/1989 di mana isinya tidak mengalami pembaruan UU No. 3/2006
serta UU No. 50/2009 yang membahas mengenai Peradilan Agama,
bunyinya: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigaq,
maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didatangkan
keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang
dekat dengan suami dan istri”. Pasal tersebut dijelaskan, bunyinya:
“Syigaq adalah pertengkaran yang sengit dan tidak henti-henti antara
suami istri”. Dalam proses perceraian yang diajukan oleh salah satu
pihak dengan alasan pertikaian (syigaq), saksi-saksi dari pihak keluarga
diminta memberikan keterangan mengenai penyebab dan jenis
pertikaian antara suami dan istri. Hal ini dikarenakan para saksi yang
ditunjuk merupakan orang yang paling akrab dengan pasangan yang
bersengketa dan lebih memahami kondisi rumah tangga mereka. Saksi-
saksi keluarga dan orang terdekat memiliki kedudukan yang sama
dengan saksi-saksi lain dalam perkara hukum. Maka dari itu, mereka
harus dihadirkan dan disumpah secara resmi pada tahap pembuktian.
Kesaksian yang mereka nyatakan harus memenuhi syarat yang
diperlukan, yaitu berdasarkan pengalaman pribadi mereka sendiri
seperti pendengaran, penglihatan, atau pengalaman langsung.
Keterangan yang diberikan harus sesuai dengan bukti-bukti lain yang
ada dan dianggap sah serta dapat digunakan sebagai bukti hukum yang

valid.®

Penyebab terjadinya pertentangan antara suami istri (syigah)
adalah perilaku yang tidak patuh (nusyuz). Oleh karena itu, bukti
mengenai pertentangan dalam Surah An-Nisa’: 35 yang bunyinya:

8 Dwi Utami Hudaya Nur, Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada
Pengadilan Agama Maros, Bilancia Volume 14 Nomor 1, Januari-Juni 2020, him. 164
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“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenal.”®

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT

menyebutkan keadaan yang menyebabkan syigaq tersebut, yaitu:©

1) Jika terdapat ketidakcocokan dan pembangkangan dari istri
(pada ayat sebelumnya, An-Nisa: 34).

2) Jika ketidakcocokan muncul dari keduanya (suami istri).

Para Fugaha sepakat bahwa jika terjadi perselisihan antara
pasangan suami istri, maka perlu didamaikan oleh hakim sebagai
penengah, penganalisa kasus keduanya dan pencegah salah satu dari
keduanya berbuat zhalim. Kemudian jika perkara tersebut tetap
berlanjut semakin rumit, maka hakim mengutus seorang yang amanah
dari keluarga istri dan keluarga suami untuk merembukkan dan
menganalisa masalahnya, serta mengambil tindakan yang mengandung
maslahat bagi keduanya berupa perdamaian atau perceraian. Dalam hal
ini, syariat menganjurkan untuk berdamai.Ali bin Abi Thalhah
mengatakan dari Ibnu ‘Abbas: “Allah memerintahkan mereka untuk

mengutus seorang laki-laki yang shalih (terpercaya) dari pihak keluarga

® Al-Qur’an Surah An-Nisa: 35, Yayasan Karantina Tahfidz Nasional, him: 83

10 Dr. Abdullah bin Muhammad, Tafsir lbnu Katsir, Pustaka Imam Asy-Syafi’l,
(Bogor), Tahun 2003, him. 301
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laki-laki, dan seorang yang sama dari pihak keluarga wanita, untuk
meneliti siapa di antara keduanya yang berperilaku buruk. Jika sang
suami yang melakukan keburukan, maka mereka dapat melindungi
istrinya dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah. Jika
seorang istri yang melakukan keburukan, maka mereka dapat
mengurangi haknya dari suami dan menahan nafkah yang diberikan
kepadanya. Jika, keduanya sepakat untuk bercerai atau menyatu
kembali, maka boleh saja perkara itu ditetapkan. Jika keduanya
berpendapat untuk disatukan kembali, lalu salah satu suami istri itu
ridha, sedangkan yang lain tidak suka, kemudian salah satunya mati,
maka yang meidhainya dapat warisan dari yang tidak meridhai.

Sedangkan yang tidak suka dapat waris dari yang ridha.?

R.M. Dahlan menguraikan 3 tingkatan yang ada dalam syigagq,

diantaranya:*?

a) Syigaq yang termasuk dalam kategori yang rendah, seperti
pertengkaran kecil dalam hal ini, terjadi karena masalah-masalah
remeh. Contohnya, istri lebih suka menggunakan gadget daripada
mematuhi permintaan suami, yang membuat suami merasa
frustrasi. Konflik semacam ini pada tingkat rendah masih dapat
diselesaikan secara damai tanpa perlu berakhir dengan
perceraian.

b) Syigag tingkat menengah terjadi ketika salah satu pasangan

melukai perasaan pasangannya dan kehilangan kepercayaan di

11 Dr. Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir, Pustaka Imam Asy-Syafi’l,
(Bogor), Tahun 2003, him. 301
12 Abdul Jalil, Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam

Membentuk Keluarga Sakinah, Jurnal Hukum Islam Nusantara. Volume 4, Nomor 1,
Tahun 2021, him: 63



antara mereka. Sebagai contoh, ketika seorang suami melihat
istrinya hang out bersama pria lain. Penyelesaian syigaq tingkat
menengah ini lebih sukar karena terdapat penghianatan terhadap
perasaan  pasangan. Dalam Islam, disarankan untuk
menyelesaikan perselisihan semacam ini dengan bantuan
mediator.

Syigag tingkat tinggi adalah ketidakharmonisan dalam
pernikahan yang sulit diperbaiki kecuali dengan perceraian. Hal
ini disebabkan oleh tindakan yang buruk dan keji, seperti
contohnya ketika salah satu dari pihak berselingkuh dengan
orang lain. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat diusahakan
bersatu dan ditekankan untuk diakhiri dengan perceraian, kecuali
jika salah satu pihak bertaubat secara sungguh-sungguh dan
pasangan bersedia memaafkan serta berkomitmen untuk tidak

mengulangi kesalahan tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1.

Definisi Perceraian

Pengertian dari perceraian tercantum pada Pasal 38 Undang-
Undang No. 1/ 1974 yang menjelaskan ketentuan bahwasannya
"Perkawinan dapat putus dengan sebab perceraian, kematian dan
putusan Pengadilan”. Maka dari itu, secara hukum istilah perceraian
merujuk pada akhirnya pernikahan yang menyebabkan terputusnya
hubungan antara suami dan istri, atau berhenti berlakunya status
perkawinan seperti yang dijelaskan dalam KBBI.*® Talak adalah selesai

atau pemutusan hubungan sah sebuah perkawinan. Selain itu, talak

13 Muhammad Syifauddin, dkk, Hukum Perceraian, Sinar Grafika (Jakarta
Timur), Tahun 2019, him. 15
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adalah hukum yang disyari’atkan, kemudian yang dijadikan dasar
hukumnya yakni Qur’an, Hadits beserta /jma .14

Berdasar dari kehendak berakhirnya perkawinan terdapat 4 bentuk
dalam perceraian. Pertama, cerai yang terjadi otomatis diakibatkan
meninggalnya pasangan (sudah menjadi kehendak dari Allah Swit).
Kedua, cerai yang terjadi disebabkan talak yang dilontarkan suami.
Ketiga, perceraian yang dilontarkan istri akan tetapi tidak disetujui
suami (khulu’). Keempat, dalam bentuk cerai gugat yang diajukan istri
lewat putusan dalam pengadilan (fasakh). Perceraian umumnya terjadi
karena konflik yang tidak dapat diselesaikan antara suami dan istri,
yang merupakan akar dari sebagian besar penyebab perceraian.
Meskipun ada faktor lain seperti hukuman berat atau perubahan
keyakinan agama, namun hal-hal tersebut tidak selalu menjadi

penyebab utama terjadinya perceraian.’®

Dalam islam, hukum asal cerai adalah halal, namun perkara halal
yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadits di

bawah ini,

14 ‘Abdul ‘Ashim bin Badawi al-Khalafi, Ma’ruf Abdul Jalil, Al-Wijaz:
Ensiklopedi Flgih Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahihah, Pustaka As-
Sunnah: Jakarta, Oktober 2011, him. 627

15 Bahrul Fawaid, Fajar Inun Ridho, Perceraian Yang Diakibatkan Oleh
Pertengkarang Syigaq, Jurnal Qistie, Volume 16 Nomor 1 Tahun 2023, him. 3



Artinya: “Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi dari Muharib bin
Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak."°

Makna perceraian sesuai hukum Islam dari segi positif tercantum
pada Pasal 38 dan 39 UU No. 1/1974 serta dijabarkan dalam Pasal 14
hingga 18 dan Pasal 20 hingga dengan 36 PP No. 9/1975 yang
membahas mengenai Penerapan UU No. 1 Pasal 1/1974 mengenai
Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9/1975), antara lain:
pertama “cerai talak™, yakni perceraian yang mana suami mengajukan
cerai atas perkara suami menuju Pengadilan Agama, dikatakan telah
terjadi serta sah secara hukum sejak perceraian tersebut diumumkan
(diikrarkan) dalam Pengadilan Agama; kedua, sebaliknya yang dikenal
sebagai “cerai gugat”, adalah pengajuan perceraian dari istri kepada
Pengadilan Agama, dikatakan sudah terjadi serta memiliki kekuatan
hukum sejak diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama yang memiliki
kekuatan abadi dalam hukum. !’ Secara hukum, beberapa sebab
putusnya perkawinan diatur dalam Undang-undang Perkawinan serta
KHI. Terdapat tiga hal yakni keputusan pengadilan, perceraian serta

kematian.®

Perundang-undangan di Indonesia dalam menyikapi masalah
perceraian adalah perundang-undangan yang menganut asas
mempersulit atau mempersukar perceraian. Prinsip yang menghambat
proses perceraian sangat cocok dengan tujuan utama pernikahan yang

diatur dengan jelas dalam Pasal 1 UU No. 1/1974, yaitu menciptakan

16 Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Bulughul Marah dan Penjelasannya,
terjemahan Imam Fauji, Ikhwanuddin Abdillah (Jakarta: Ummul Qura, 2015), him. 803
17 Bahrul Fawaid, Fajar Inun Ridho, Perceraian Yang Diakibatkan Oleh

Pertengkarang Syigaq, Jurnal Qistie, Volume 16 Nomor 1 Tahun 2023, him. 7
18 Kompilasi Hukum Islam, him. 53
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keluarga yang bahagia dan abadi. Oleh karena itu, seharusnya
pengadilan agama (das sollen) mempersulit perceraian, namun
nyatanya (das sein) masih banyak perceraian yang terjadi. Terbukti,
baru-baru ini angka perceraian semakin mengalami peningkatan.
Mediasi yang dilaksanakan sudah optimal akan tetapi kenyataannya

banyak mediasi yang gagal.*®

Adapun beberapa alasan suatu perceraian dalam UU Perkawinan
dan KHI. Uraian dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dijelasakan bahwa
ada 6 faktor penyebab yang bisa menjadi alasan sebab terjadinya perceraian,
dalam bentuk penjatuhan talak ataupun cerai gugat. Berikut alasannya

diantara lain.?°

1. Salah satu dari pasangan suami istri melakukan perzinaan, juga
menjadi seorang pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan

lainnya yang tergolong adiktif dan sulit diobati.

2. Salah satu dari pasangan suami istri meninggalkan pihak lain
selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya, tanpa

alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

3. Salah satu dari pasangan suami istri dijatunkan hukuman dalam
penjara selama lima tahun atau hukuman yang tergolong lebih

berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu dari pasangan suami istri melakukan kekerasan atau

penganiayaan berat yang mengancam keamanan pihak lainnya.

19 Asfita Marina Palupi, dkk, Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian
dalam UndangUndang Perkawinan : Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang,
Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 5, No.1, July 2021, him. 3

20 Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (2)


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan

5.

6.

Salah satu dari pasangan suami istri menderita cacat badan atau
penyakit yang mengakibatkan ia tidak bisa menjalankan

kewajibannya sebagai suami/istri.

Di antara para pihak terjadi terus-menerus perselisinan dan
pertikaian dan para pihak tidak menemukan solusi untuk hidup

dengan rukun lagi dalam hubungan rumah tangga.

Terdapat dalam KHI, alasan adanya perceraian dalam Islam

ditentukan dengan tegas dan jelas di Pasal 116 KHI. Pas